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Penerimaan Rp4,47 Miliar
Disetor Rp362 Juta
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SANGGAU -- Skandal mega korupsi
pembayaran tera atau tera ulang tahun
2020 hingga 2023 di DinasPerindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau membuat gempar
publik Bumi Daranante. Tak tanggung-
tanggung nilai korupsinya mencapai
Rp4 miliar. Mirisnya lagi, dari total

~ penerimaan tersebut, kas daerah hanya
kebagian Rp362 juta.

Sejauh ini, terkait skandal mega koru-
psi tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari)
Sanggau telah menetapkan satu ter-

. sangka berinisial GL, berstatus sebagai
- aparatur sipil negara (ASN) pada Senin
(5/8) malam. Tersangkalangsungditahan
di Rutan Kelas II B Sanggau. -
Kasi Intelijen Kejari Sanggau, AdiRah-
- manto menyampaikan, tera merupakan
tanda uji pada alat ukur, sementara tera
ulang adalah pengujian kembali secara
berkalaterhadap alatukur, takar, timbang
dan perlengkapannya (UTTP)yangdigu-
nakan dalam perdagangan. Tera penting
dilakukan untuk melindungi pembeli
dan pedagang. '

Dijelaskannya, perusahaan atau
pemilik alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) melakukan

permohonan untuk dilakukan tera atau
tera ulang kepada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasidan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau melalui tersangka
GL selaku petugas penera atau melalui
vendor (pihakketiga). Dalamuji tersebut,
petugas penera, sebelum melakukantera
atau tera ulang melakukan kalibrasi alat
UTTP milik perusahaan atau pemilik
UTTP, setelah itu dilakukan tera atau
tera ulang. $
Kemudian, lanjut dia, dalam melaku-
kan pembayaran retribusi tera atau tera
ulang perusahaan atau pemilik alat
UTTP, tersangka GLmenentukan jumlah
pembayaran yang harus dibayar serta
meminta untuk dilakukan pembayaran
sebelum dilakukan tera atau tera ulang
dengan cara ditransfer ke rekening milik
tersangka atau pembayaran dilakukan
di lokasi pada saat sudah dilakukan tera
atau tera ulang secara tunai. Dinas Per-
indagkop dan UM Kabupaten Sanggau
melakukan penarikan retribusi milik
perusahaan atau pemilikalat UTTP tidak
sesuai dengan tarif dalam Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau.
Adi mengungkapkan dalam kurun
waktu dari tahun 2020 gampai dengan
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dari pemilik UTTP sebesar Rp4,47 miliar.
Rinciannya tahun 2020 senilai Rp843,5
juta, tahun 2021 senilai Rp1,117 miliar,
tahun 2022 senilai Rp1,744 miliar dan
tahun 2023 senilai Rp771,9 juta.

Adijugamenambahkan, adapun uang
retribusiyangdisetor ke kas daerah dalam
kurun waktu tahun 2020 hingga 2023
hanya sebesar Rp362,3 juta dengan rin-
ciantahun 2020 Rp44,324juta, tahun 2021
Rp136,060juta, tahun 2022 Rp99,073 juta
dan tahun 2023 Rp82,920 juta.

Atas perbuatannya, tersangka disang-
kakan melanggar Pasal 12 ayat 1 hurufe
UndangUndangRepublikIndonesia (UU
RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah danditambah dengan UURI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pi-
danaKorupsijunctoPasal 64 ayat 1 KUHP
atau pasal 8 UU RINomor 31 Tahun 1999
sebagaimanatelah diubah dan ditambah
dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal
64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana
penjara palingsingkat4 tahun dan paling
lama 20 tahun dan pidana denda paling
sedikitRp200jutadan palingbanyak Rp1
miliar. (sgg) ; .
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